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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 147 TAHUR 2010
TENTENG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT BENGHEL INDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS 'SUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tanun
2008 tentang Organisasi Perangkal Daerah dan Pasal 52 Peraturan
Gubernur Nomor 36 Tahun 2074 fentang Organisasi dan Tata iKerja Cinas
Pemadam Kebakaran dan Peaanpgulancen Bencana, periu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Omganisasi dan Tata Kera Unit
Bengkel Induk;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun Z0C3 tantang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemernksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Pengeiolaan Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 {entang Femenntahan Daerab
sabagaimana telah beberape ksl divbah lerakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

Undang-Undang Nomor 28 Tahen 2007 tantang Pemerninizhan Provins:
Daerah Khusus loukota Jstars sewvgm lbukota Megarp Kesatuan
Republik Indonasia,



Menetapkan :

ra

9. Peraturan Pemerinlah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah seliagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008,

11. Peraturan Pemerintzh Nomar 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Momor 383 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerninlahan antara Pemerniah, Pemernntzhan Daerah
Provinsi dan Pemenniahzan Daerah Kabupaten/Kola;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

14. Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah,

15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mentenr Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

16. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 45 Tahun 2008 tenlang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran;

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

19. Peraturan Gubemur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

MEMUTIISKAN -

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT BENGKEL INDUK.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dangan :
1. Daerah adalah Provinsi Da=iah Khusus lbukota Jakarta

2. Gubemur adalah Kepala Dasrah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



10.

1.

Sekretarial Daerah adala’s Sekretanat Daerah Provinsi Dacrah Khusus
Ibukota Jakaria.

Inspektorat adalah Inspekiorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Badan Kepegawaian D=zerah adalah Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

. Bro Orgamnisasi dan | atalaksana adalah Bwo Orgamisasi dan

Tatalaksana Sekretariat.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang juga
disebut Dinas adalah Dinns Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencan:

Unit Bengkel Induk adalah Unit Bengkel Induk Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Berncana;

Kepala Unil adalah Kepala Unil Bengkel Induk.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur in dibentuk Unit Bengkel Induk.

(1)

(2)

(1)

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Unit Bengkel Induk merupakan Unit Pelaksana Tekmis Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanogulangan Bencana dalam pelaksanaan
perbencgkelan.
Unit Bengkel Induk dipmpin olah seorang Kepala Unit  yaiwg
berkedudukan di bawah don bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4
Unit Bengkel Induk mem suny=ai tugas menyelenggarakan perbaikan/
perawatan permesinan <an karosert terhadap unit-unit kendaraan

operasional pemadam keb«iaman, penangguiangan bencana dan peralatan
operasional pendukung lamnnya.



(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Unit Bengkel Induk mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggarzn (DPA) Unit Bengkel Induk;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel

Induk;

penyusunan rencana strategis Unit Bengkel Induk;

pembinaan dan pengembangan tenaga teknis perbengkelan;

pelaksanaan perbaikzn dan perawatan permesinan dan karoseri;

pelaksanaan pengujian hasil pekerjaan permesinan dan karoser,

pengadaan, pemeliharaan dan parawatan peralatan perbengkeian,

pelaksanaan bimbingan leknis perbaikan dan perawatan permesinan

kepada Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana,;

i. pelaksanaan layanan oarbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran
atau bencana;

j. pengelolaan teknologi informasi Unit Bengkel Induk;

k. pelaksanaan kegialan kerumahlanggaan dan ketatausahaan Unit
Bengkel Induk;

. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkat dengan tugas dan
fungsi Unit Bengkel Induk; dan

m. pelaporan dan pertanogungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

o =~0an

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Eengkel Induk terdiri dari:

(2)

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Permesinan,

d. Seksi Karosen: dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organis=si Unit Bengkel Induk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Gubemur ini.

Bagian Kedua
Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas -

a. memimpin pelaksanaan tucas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Peraturan Gubermnur ini;

b. memimpin dan mengoordin:sikan seluruh kegiatan Subbagian dan Seksi;



c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkal Daerah (UKPD) danfatau Instansi
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel Induk; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Bengkel Induk.

Bagian Ketiga
Subtbagian Tata Usaha

Pasal ¢

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kena Stat dalam
pelaksanaan administrasi pada Unit Bengkel Induk.

(2) Subbagian Tata Usaha dipmpin olch seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah can bertanggung jawab kepada Kepala Unit

(3) Subbagian Tata Uszha mempunyai {ugas:

m o

~Faor.

o

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unitt Bengkel Induk sesual dengan
lingkupnya;

. melaksanakan Dokumen Pelaksznaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel

Induk sesuai dengan ngkupnya;
mengoordinasikan penyusunan Fencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk;

. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Bengkel Induk;
. melaksanakan moniloring dan evaluasi pelaksanaan dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk;
melaksanakan pengelolnan kepergawaian, keuangan dan barang,

. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
. memelihara dan merawal prasarana dan sarana kerja;

menghimpun bahan, menganalisa, mengajukan dan memproses
kebutuhan inventans/perdengkapan/peralatan kena termasuk peralatan
perbengkelan;

memelihara kebersihar, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor,
melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan
acara Unit Bengkel Induk;

mengelola teknologi informasi Unil Bengkel Induk;,

.mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja

dan akuntabilitas) Unit Bengkel Induk,

. menyiapkan bahan laporan Unit Bengkel Induk yang terkait dengan

tugas Subbagian Tata Usaha:dan

. melaporkan dan memperianggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbaqgian Tata Usaha

Hagian Keempat
Seksi Permasinan

Pasal 8

{1) Seksi Pcrmesinan menupakan Satuan Kesja Lini dalam pelaksanaan
perbaikan dan perawatan oarmesinan



2)

(3)

(1

(2)

(3)

Seksi Permesinan dipimpi» oleh searng Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggun: jawab kepada Kepala Unil.

Seksi Permesinan mempunyai tugas.

a. menyusun Rencana <erja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk sesuai dengan
lingkupnya,

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel
Induk sesuai dengan lingkupnya,

c. memperbaikki mesin, pompa dan peralatan hidrolik kendaraan
operasional;

d. melakukan kegiatan lcyanan perbaikan darurat di lokasi kejadian
kebakaran atau bencana.

e. melaksanakan keaiatan penderekan kendaraan;

f. melaksanakan pengujian atas hasil perbaikan,

g. melakukan perawatan alat-alat kendaraan operasional;

h. melakukan pengujian hasil perbaikan;

i. melakukan bimbingan teknis terhadap kegiatan perbaikan kendaraan
operasional yang dilakukan oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penangqulangan C=ncana;

j. menyiapkan bahan laporan Unit Bengkel Induk yang terkait dengan
tugas Seksi Permesinan, dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pemesinan.

Bagian Kelima
Seksi Karosen
Pasal 3

Seksi Karoseri merupal=n Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan
pengelolaan karoseri.

Seksi Karoseri dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggunc jawab kepada Kepala Unit.

Seksi Karosen mempunyz: tugas:

a. menyusun Rencana Xarfa dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran {(DPA) U'nit Bengkel Induk sesuai dengan
lingkupnya;

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel

Induk sesual dengan linakupnya;

melakukan pekerjaan pergelasan dan pengecatan kendaraan operasional,

memperbaiki fisik dan perlengkapan rangka;

memperbaiki tangki air, tangki busaftangki bubuk kenng;

memperbaiki instalasi kelistrikan;

. mengerjakan pekerjaan pembubutan, pembuatan roda gigi (freis),

penghalusan (skraft), pemotongan, pengepresan dan pengeboran

. mengerjakan pekerjocn korek (korter), pengasahan dan pelicinan
(konen),

i. molaksanakan pekerjann pembuatan, modifikasi suku cadang pengganti

dan atau bagian tertentu dan kendaraan atau unit operasional lainnya; dan

(=2
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j. menyiapkan bahan laporan Unit Bengkel Induk yang terkait dengan
tugas Seksi Karoseri, dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Karoseri.

Bagian Keanam
Subkelompok Jabatan Fungsional
Pasal ‘0

(1) Unit Bengkel Induk Dinas Pemadam Kebzkaran dan Penanggulangan
Bencana dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Unit Bengkel Induk.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesikeahhian/kompetens: pejabat
fungsional, dibentuk Sub'elompok Jahaten Fungsional Und Bengkel
induk sebanai bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sabagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawali dan berlanggung jawab kepada Kepala
Bengkel.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat oleh Kepala dari pejabat fungsional yang dihormati di
kalangan pejabat fungsional sesuai  keunggulan  kompetensi
(pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki,

(4) Ketentuan lebih lanjut me-genai Jabatan Fungsional Unit Bangke! Induk
diatur dengan Peraturan Gubemur sebagai bagian dari pengaturan
Jabatan Fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB W
ESELON
Pasal 12

(1) Kepala Unit sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan
Struktural Eselon LA,

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah
Jabalan Struktural Eselon VA,

(3) Seksi sebagaimana dimak-ud dalam Pasal B ayat (2) dan Pasal @ ayat (2)
adalah Jabsatan Struktur= Tselon VLA



BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan furgsinya Unit Bengke! Induk wajib taat
dan berpedoman pada ketantuan peraturan perundang-undangan

(2) Kepala Unit mengembanckan koordnasi dan kerja sama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
dan/atau Instansi Pemenntah/Swasin terkait dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperiancer pelzksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel
Induk.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional pacda Unit Benglol Induk wajib melaksanakan lugas masing-
masing sesuai ketentuan pernturan perundang-undangan serla menerapkan
prinsip koorcinasi, keria sama, ‘ntegrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan elisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Bengkel Induk wajib  memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan. memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-
masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian. Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Bengkel Induk waijib
mengikuti dan mematuh: penntah kedinasan atasan masing-masing
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional pada Unit Bengke! Induk wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-
langkah yang diperiukan apabi'a menemukan adanya penyimpangan dan‘alau
indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Unit, Kepala Suhbagian, Kepala Seksi, Kelua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pagawai pada Unit Bengkel Induk wajib
menyampaikan laporan d=an kendaia pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai kelrntuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerma loporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan men adikan laporan yang ditenma sebagai bahan
pengambilan keputusan sesual dengan kewsnangan masing-masing.



(1)

{2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1

Pasal 18
Sekretanat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan
ambinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit
ngke! Induk  sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan,

ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
Ketentuan lebih lanjut mengenal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Gubernur.
BAE Vil
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil pada Unit Eengke! Induk merupakan Pegawai
Negen Sipil Daerah.

Pengelclaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian.
Dalam pelzksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Bengkel Induk
mendapat pembinaan dan  Sekretans Daerah  melalui  Badan
Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan
Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB Vili

KEUANGAN

Pasal 20

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel induk dibebankan
pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan

negara/daerah.
Pasal 21

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Bengke! Induk merupakan pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapatan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan di
bidang keuangan negara/dacrah
BAB X
ASET
Pasal 22
Aset yang dipergunakan oleh Unit Bengkel Induk sebagai prasarana dan

sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah
yana tidak dipisahkan.



(2)

(M

2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
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Pengelolaan asel alau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah can ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik
negara/dacrah.

Pasal 23

Prasarana dan sarana kezrja vang diterima dalam bentuk pembenan,
hibah, atau bantuan dan pthak ketica kepada Unit Bengkel Induk dalam
rangka pelaksanaan tucas dan fungsinya merupakan penenmaan
barang daerah.

Penerimaan barang daerah sebagamana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjulnya dilaporkan
kepada Gubemur melalul Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelnla Keuangan Daerah sekaligus sebagai
Bendahara Umum Daer=h uniuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
daerah,

FAB X

FORMASI JABATAN DAN STAMNDAR PFERALATAN KERJA
Pasal 24

Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu} orang Kepala Subbagian Tata Usaha,
1 (satu) orang Kepala Scksi Permesinan dan 1 (satu) orang Kepala
Seksi Karoseri sebagai bawahan langsung.

Kepala Subbagian Tatc Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh
8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan
langsung.

Kepala Sexsi Permesinan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 24 (dua
pulth empat) orang Poiabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai
bawahan langsung.

Kepala Seksi Karoseri dibantu schanyak-banyaknya oleh 18 (delapan
belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Terlentu sebagai bawahan
langsung.

Rincian formasi jabatan ssbagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) sebagaimsna tercanlum dalam Lampiran Il Peraturan
Gubemur im

Rincian formasi jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadh
acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Bengkel Induk.

Pasal 25

Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sabagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 sebagainana tercanium dalam Lampiran Il Peraturan
Gubernur ini

Standar peralatan kera rimimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Bengke! Induk.
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BAB Xl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 26

(1) Unit Bengkel Induk menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, tiwuizn, bulanan dan/atau sewakiu-wakiu kepada
Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana cimaksud pada ayat (1) antara lan meliputi
laporan

. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;

. keuangan;

kinena;

. kebutuhan, kekurangan dan kelesbihan barang atau prasarana dan
sarana kerja;

e. akuntabilitas; dan

f. pelaksanaan kegiatan.

anowo

Pasal 27
Dalam rangka akuntabilitas, Unit Bengkel Induk mengembangkan sistem
pengendalian intemal sebagai bagian dan sistem pengendalian intemal
Dinas.

BAB X1

PENGAWASAN

Pasal 28
Pengawasan terhadap Unit Bengkel Induk dilaksanakan oleh :
a. Lembaga Negara yang mempunyai lugas memernksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan n=gara;

b Aparat Pengawas Intemal Pemerintah, dan
¢ Inspektorat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubemur Nomor
87 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propins
Daerah Khusus Ibukota Jakaria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 30
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar sefiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 16 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

7

UHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSLS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 148



Lampiran | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Momor 142 TANUN 2010
Tanggal 16 Agqustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT BENGKEL INDUIL

KEPALA LIMNIT
SUBBAG
| TATA USAIA
1
SEKSI SEKSI
PERMESINAN KAROSER!
KELOSPOK
JABATAN FLING S10MAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
!BUKf)Th JAKARTA,
¥




Lampiran li . Peraturan Gubamur Provinsi Daerah
Khusus lbukote Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2010
Tanggal 16 Agustus 2010

FORMAS! JABATAN PADA UNIT BENGKEL INDUK

No | Nama Jabatan | Syarat Jabatan Eselon | Jumiah ‘
1 | Kepala - S1 Teknik Mesin/Humaniora | llla | 1
- Diklatpim Il

- Diklat Manajemen Perkantoran

- Diklat Manajemen Keuangan

- Diklat Pengadaan Barang dan
Jasa

- Diklat Investigasi Kebakaran | ‘

- Diklat Kepemimpinan Tk IV

- Diklat Administrasi
Peil:antoran

- Diklat Administrasi
Kepegawaian

- Diklat Pengelolaan Keuangan

. Daerah
- Diklat Pengadaan Barang dan

Jasa
| - Diklat Teknis Ketenapakerjaan

2 | Kepala Subbagian Tata Usaha |- S1 Humaniora " IVa 1 ‘

3 | Pengadministrasi Umum | - D Il Administrasi 1

- Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Satminlall Kearsipan

- Diklat Komputer

4 | Pengadministrasi Kepegawaian | - D 1!l Administrasi
- Diklat Komputer

- Diklat Administrasi
Kepegawaian

- Diklat Administrasi
Perkantoran

5 | Pengurus Rumah Tangga - D 1l Administrasi ' 1

- Diki=t Bendahara Barang |
- Diklat Komputer |

- Diklat Pengadaan Barang dan
] Jasa |
6 | Pengelola Keuangan - 81 Skonomifianajemen/ |
Akuntansi |
| - Dikist Administrasi Keuangan |
- Dikiat Perencanaan
- _ _ - Diklat Komputer
7 | Bendahara Pengeluaran - D Il Akuntansi 1
Pembantu - Diklat Bendaharawan

B - Diklat Komputer
8 |Bendahara Penerimaan - D Il Akuntansi 1
Pembantu - Dikizt Bendahara
l - Dikint Komputer | |




Nama Jabatan

r

. |

; —

10 | Caraka

1-D1ii Akuntans:

- Diki=t Bendaharawan l
- Dikiat Komputer
| - SMA/Sederajat
| - Diki=t Arsiparis

11 | Kepala Seksi Permesinan

- $1 Toknik Mesin
- Diklztpim IV
- Dikirt Inspektur Kebakaran

Kepala Montir

Montir

Kepala Seksi Karosen

15

16

1

- D Ill Teknik Mesin

|
- Dikiat Teknis Otomotii |
|
- Dikiat Teknis Ctomotil I

- SMI< Otomotif i
- Dik!at Teknis Otomotif
| - Diklot Inspektur Kebal:aran
| - §1 Teknik Mesin
- Diklatpim IV |
| - Dikt=t Teknis Ctomotil i
- Dikict Inspektur Kebakaran
- D Il Teknik Mesin/Otemotif
- Dikl=t Teknis Ctomotol
| - Diklat Inspektur Kebakaran | |
| - SMI< Mesin/Clomotif
- Diklzt Teknis Glomotif
- Diklzt Inspektur Kebalaran

17

| - SM7 Teknik

| - Dikiat Teknis Otomotif
| - Diki=t Inspekiur Kebakaran

18 Pelugas Instalasi Kelistrikan
Kendaraan

| - S\ Eleltro/Otomotif Mesin
- Diki=t Teknms Clomotif
- Dikiat Inspekiur Kebakaran

Operator Mesin Bubut

- SM¥ Teknik |
- Diki=t Teknis Otomotif |
- Dikl=t Inspektur Kebakaran

Jumiah

GUEERNUR PROVINEI DAERAH KHUSUS
IBUHOTA JAKARTA,

~Syarat labatan " | Eselon | Jumiah




Lampiran Il -

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

1472 TAHUN
16 Agustus 2010

2010

DAFTAR STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT BENGKEL INDUK

No Nama Jabatan I Jumlah
I Kepala UPT. Bengkel Induk | Filling Kabinet ' 1 | buah
i ! LemariFile 1 |buah |
Mobil Minibus | 1 lbuah
o | Note Book | 1 | buah
- . Printer 1 | buah |
e I Telepon 1 | buah
White Board 1 | buah
I Kepala Subbag. Tata Usaha | Filling Cabinet 1 | buah |
Kalkulator | 1 | buah
° | Komputer 1 | buah
o Lemari File 1 | buah
= Telpon . 1 | buah
B White Board 1 |buah |
1 Pengadministrasi Umum _Fax ' 1 | buah
o Filling Cabinet _ 2 |buah |
Kalkulator 1 | buah
Komputer 1 | buah
Lemari File | 2 |buah
Mesin Absensi | 1 |buah |
Printer | 1 [buah |
Telepon | 1 | buah
2 Pengadministrasi Kepegawaian | Filling Cabinet | 1 | buah
Komputer ' 1 | buah
| Lemari File | 2 | buah
Mesin Absensi | buah |
N Printer 1 | buah
Telepon 1 | buah
fi - _White Board | 1 | buah
3 Pengurus Rumah Tangga Filling Cabinet ‘_j d buah
I LCD Projector 1 | buah
Lemari File 1 | buah
] Screen | 1 | buah
|4 Pengelola Keuangan Komputer __1___qu_l_1_q
B _ Filing Cabinet B 1 | buah
Kalkulator 1 | buah
; - Frinter 1 | buah
1 . = L




M

T
|

No Nama Jabatan
5 Bendahara Pengeluaran [ Brankas 1 [ buah |
Pembantu Filling Cabinet 1 | buah
S Falkulator 1 | buah
Mesin Hitung + struk_ 1| buah
6 Caraka : Filling Cabinet 1 | buah
[ P | Lemari File 1 | buah
F Saepeda Mator 1 | buah
1l Kepala Seksi Permesinan Filling Cabinet 1 | buah
. Leman File 1 | buah
= Komputer 1 | buah
| B Frinter 1 | buah
i | Telepon 1 | buah
o VWhite Board 1 | buah
1 Kepala Montir __kqll{ulatnr _ ____ - __- _ ___ ] _-1_ E;uﬁ |
Lemari File 11 buah
o E‘]Dbi[ ED}(J’Stnnng - '._1 buah 11|
_White Board | 1 | buah
2  Montir . Flat Pemadam Api | 4 Unt |
- Alat Pengangkat Mesin 2 | Unit
o Alatpenyetelmesin =~ | 4 | buah
B Congkrak Buaya 15 Ton 3 | buah
Dongkrak Buaya 2 Ton | 1 [ buah
Dongkrak Buaya 25 ton 1 | buah
| Dongkrak Buaya 5 - Ton | 2 | buah
Dongkrak Fersneling 2 |buah |
. Filling Cabinet . 4 | buah
. I_‘{_’:_Ikulatﬂr_ - 2 | buah
F.ompresar Angin Z | buah
Landasan paron - 1 | buah
Lemari Kunci 1 | buah |
= Lemari File 1.5 |buah
Lemari loker 6 Pintu 1 | buah
) Lor B 4 | huah
B M. Pengangkw! Kend. 2 | buah
) M Press Hydrolik | 2 I'buah
- | M RipetKanvas Rem 1 | buah
- i Marjﬂql_{_:(_a.m 10 Ton 2 |buah
o Meja Kerja 1 | buah |
~Meja ragum 1 | buah |
| M{“-rln Pembuka Ban 1 | buah |
4 Masin Balancing 1 | buah
N M"‘-iﬁ Bubut Tmmnl 1 | buah
B | Mesin Genzat _‘_T"_b'l.idh B
Mesin Gurinda h 2 | buah
L - | Masin Service T. qugt 4 ' buah




Jumilah

Mesin Sporing

Mobil Derek 1 Gardan

=2
i

1
1
_Wobil Derek 2 Gardan 1 | buah
“angankat Sarang/msn 2 | buah
Pompa gemuk 7 | buah
Fompa Oh 4 | buah
| Power Transmisi 3 Ton 1  buah
Ragum 2 | buah
- Fagum Kecil 1 |buah
RakBaa "1 | buah
Rak Baja | 1 |buah |
V/nite Board 5 | buan |
Dongkrak Botol 50 ton 2 | buan
Hydrmolick Jack Transmisi | 1 |buah
Rak Tollkit N 5 | buah
| Service Caper 5 | buah
Kepala Seksi Karosari Miing Cabinet | 1 [ buah
_Kalkulator 1 | buah
Komputer - 1 | buah
Lemari File | 1 | bush
- | Mobil Pick Up _ | 1 | unit
Printer 1 | buah
Telpon 1 | buah
Truck Angkutan I T
V/hite Board! 1 bush |
1 Kepala Regu Filling Cabinet 4 pintu 12 | buah
Helm 20 | buah
Kabel Rol 6 |buah |
Kalkulator 1 |bush |
KunciPipa 4 | buen
Kursi Putar 15 | buah
Leman File 1 | buah
Lo = | 5 | buah
Masker - | 20 | buah
__| Mejakeria | 7 | bush
. Mcja Kerja Karyawan | 3 {buah |
_|_Mesin Bor tangan | 6 | buah
. Mobil Pick Up 1 | unt
_ | Sarung Tangan Kulit 20 | pasang
| Selang Air 150 | Meter
| Sopatusafelty 21 pasang
. Tool Kit Set 14 |set
Werpack |21 buah |
White Board 1 | buah

T —




Nama Jabatan Jumiah
2 Petugas Las Amleng B 3 |buah
Eor Duduk 5 | buah
Circular Saw | 2 |buah |
Dongkrak | 2 | buah
Congkrzk Buaya 3 | buah
| Ember Starless ukuran 20kg | 3 | buah
o | Filling Kabinet - 1 | buah
Gunling Plat _2 | buah
| Helm Las . 3 | buzh
| SigSaw = _ 1 | buzh
| Kalkulator .1 | buah
| Kedok Las 8 5 |buah |
S Mesin Grinda tangan .5 buah |
- Mesin Las Karbit . 2 |buah
Mesin Las Listrik 5 | buah
Mesin Las Portable | 5 | buah
o | Mesin Potong Pipa Besi 2 | buah
. |_Mesin Potong Plat 2_| buah
. Mesin Potong Plat Portable 3 | buah
o . Mesin Serut Kayu 2 | buah
Pahal Besi 10 | buah
Fahat Kayu - 4 | buah |
Paront 2 | buah
Panggaris Siku 5 | buah
Penjepit Plat 5 | buah
Fagum Besar 4 | buah
FolePipa 1 | Set
Tang Ripet o 5 | buah
' V/hite Board = 1 | buah
3 Pelugas Pengecatan CapeDempuiStainiess | 5 |Set
Cape Gagang Kayu 5 | Set
Compressor | 2 [buan |
Fiing Kabinat 1 |buah |
| Kompor Bakar Cat 2 | buah
| Kuas 5 | Set
| Lampu Snml 1{H}D Watt 4 | buah
| Mesin Am 4 | buah
. | Mssin DUE*‘- Cal i i1 Igu_aﬂ__T
. Nasin Poles 1 2 [Set |
Sparay Gun _ 4 |buah
Steger Stainless . 4 |Set |
_ White Board 1 |buah
4 Petugas Instalasi Kelistrikan Avo Meter 2 ! buah |
Charger Accu N 2 [buah |
. Filing Kabinal 1 | set
Kabel Jumper B | 2 | buah
- Nabil Box/ Sh:lﬂng 1 [Unit |




£n

Nama Jabatan = - Jumlah
So'der 2 | buah
: | Tespen = 4  bush |
| Tester Accu - 1 |buzh |
. White Board B 1  buah |
5 Operator Mesin Bubut Filing Kabinet 1 | buah
. Kalkulator 1 | buah
Mesin Bubut 1 |buah |
6 Operator Mesin Skraft ' £:I_I|ng Kabinet 11 bl._.lah_
rLKﬂlkl.ﬂamr | 1 | buah |
_ Mesin Skrait N | 1 |buah




